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BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 85 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas
yang sesuai dengan batas kewenangan dan
tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan dalam
pembangunan di Daerah;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah maka perlu dilakukan
perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas
Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Balangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

[®]

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan




Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587 )

\H..’ﬁ‘;-:s;_ié'ﬁzcs telah diubah kedua kalinva 111
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015

N 2 Lg p VIR = s - 0 P
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Dar L\" k In f‘l"\'l";n:f';"‘ r'*l" 1n Qf\“ & “I,C.mf‘:?- 114.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a
Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

S. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016
fnﬂfqnc Kndnd}ﬂ{an \113111'191'\ ﬁrcnﬂ1sae1 T‘udpg
Fung81 dan Tata Kelja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor
38);

MEMUTUSKAN -

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN

j‘*T

URAIAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.

Bupati adalah Bupati Balangan.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebaga1 unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ansak

bcmui_, utnya disebut Dinas adalah Dinas Pem aeraayaan Per remipuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan.

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Balangan.
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Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan




10.

12:

Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan

Peremniian dan Perlindiirnosi Aral Koliiroiom Dalaem o
Ferempuan dan Perlindungan Anak Kabu paten balangan.

Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sub Bagian
Tata Usaha pada Unit-unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

2,1 T T SO =
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Seksi adalah seksi-seksi pada Bidang-bidang di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Balangan.

Unit Pelaksana Teknis. selaniutnva disebut UPT adalah 1IPT nada
UMY Peiasang lekKnis, seianiutnva disebut UT Ladaian Uri paasa
J

Dinas Pemberdayaan Péremptian dan Perlindungan Anak Kabupateﬂ
Balangan.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Balangan.

BAB 1I

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

R A ART T3 ISRATITTART RITRT TRTA T ARTATL”
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DINAS FRNMIDERUDAYAAN PEREMPUAN DAN LRLINDUNGAN AINARK

Pasal 2

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan
dibidang peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan
perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak,
Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak serta
tugas pembantuan yang di berikan kepada Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1),

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang peningkatan kualitas hidup

perempuan, periindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem
data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan
perlindungan khusus anak;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan kualitas hidup
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perempuan, p’cfun(ghi’igaﬁ perempuan, kKuaiitas keiuar £4, sisiem

data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan
perlindungan khusus anak;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan
kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas

3 g | P 3 ] ii ] 3
lrnliinron cicta Antn oeander Ao ansk Pemenithaon Hsosls Anals
ROIUATEA, SISOl data gendaer dan analk, Pemenuban Hak Angk

(PHA) dan perlindungan khusus anak;
d. pelaksanaan administrasi dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya




(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

STUIKUL

a.

0o

mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan
kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan
keluarga, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan

dan anak:
aaii Giiaus,

mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan
kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
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kebijakan teknis"'pemberdayaan perempuan dan p;erlindungan
anak bidang pemenuhan hak anak;

. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan

kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak bidang perlindungan perempuan dan anak;

mengoordinasikan dan  menyinkronisasikan pelaksanaan
kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan

dan anak;

mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang
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pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

3
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Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

a. Sekretariat;

I S =

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
Bidang Pemenuhan Hak Anak;

. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

TIATS ITT
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TUGAS POKOK, FU_l\iGSI DAN URAIAN TUGAS

UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK




Baglan Pertama

Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordma81kan membina dan

-__C“L:LLL\AC‘L.lX\”L‘ Pt “ tesesdictiy 1C€I1

] > B ‘! 1
Ay a1l nenvIIQIiIifnan ey - - OO nencelnlasn
na _Lr i§ f-h L:SiL ciiii, PCiis "‘;L_ri icttt

keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan
administrasi kepegawaian lingkup Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1),

——

o

Sekretariat memn
exreta: 1

a.
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penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
penyususun program dan rencana kegiatan lingkup Dinas;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup Dinas;

C. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Dinas;

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan surat-menyurat dan rumah tan a lingkup Dinas;

€. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat
lingkup Dinas;

f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan aset daerah lingkup Dinas; dan

g penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan administrasi kepegawalan lingkup Dinas.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 } adalah sebagai

berikut :

a. menyusun  program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan
lingkup Dinas;

13 program, mengoordinasikan, membina dan
mengendahkan evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup Dinas;

C. menyusun  program, mengoordinasikan, @ membina dan
mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan
lingkup Dinas;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga
lingkup Dinas;

€. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan  pengelolaan  organisasi, tatalaksana dan
hubungan masyarakat lingkup Dinas;

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan

mengendalikan pengelolaan aset lingkup Dinas;




g. menyusun program mengoordinasikan membma dan

pengelolaan administrasi
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h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
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Pasal 6

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunval

tugasn penyusunan program dan rencana Kegiatan,
evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan
rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup
Dinas.
) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berikut :

i”!\li

a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;

b. menghimpun mengolah, menganalisis dan menyajikan data
sesuai kebutuhan;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan
rencana strategis;

d. menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan,;

haohon Aan menvi
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usun sistem

kebutuhan

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja;

i

menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung-

Jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;

h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;

i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan
keuangan;

j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan
keuangan;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan
rencana anggaran pendapatan dan belanja;

I. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi
keuangan;

m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan
pertanggung jawaban keuangan;

n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal
maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan




0. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawalan mempunya1 tugas tugas
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tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi,
ketatalaksanaan, pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian
lingkup Dinas.

Uraian tugs
wiaicgil e F =t

benkut

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan
surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga,
pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan,

Of sci‘u‘icgp; dan ketatalaksanaan serta a administrasi heﬁ:gat‘::iz“;zj

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan
surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga,
pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan,
organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat
dan ekspedisi;

d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi
serta penghapusan arsip;

e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggan,
mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

f. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan
menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana
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menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;

ga

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan
pengelaloan aset;
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j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

k. menvlapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan

k '—T,-J_;—n.—‘ ¥sana ar1i;

1. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji
dan tunjangan;

m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar

urut ":’-“\"::"‘ atan pegaw, a}

........

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja
pegawai;

o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi
kepegawaian;




w

. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data

:

menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
menyiapkan bahan pembinaan pegawai;dan

melaksanakan tugas lain  sesuai bidang tugas dan
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Bagian Kedua
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
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(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas
mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas:

a.

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian peningkatan kualitas hidup perempuan dan

3 1

Kualitas keluarga; dan

- penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalian peningkatan kualitas hidup perempuan bidang
sosial, politik dan hukum.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

menyusun kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup
perempuan dan kualitas keluarga serta peningkatan kualitas
hidup perempuan bidang sosial, politik dan hukum:;

L. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan

mengendalikan peningkatan kualitas hidup perempuan dan
kualitas keluarga;

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang

sosial, politik dan hukum;

menyusun program, mengoordinasikan, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan
perempuan;

menyusun petunjuk teknis, mengatur dan mengevaiuasi
pelaksanaan kegiatan bimbingan pengarusutamaan gender,
peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;

menyusun petunjuk teknis, mengatur dan mengevaluasi
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dalam kesejahteraan masyarakat serta p_artisipasi dalam
pembangunan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya




Pasal 9

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga terdiri dari :

a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga; dan

b. Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum.

Pasal 10

(1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai
tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi

peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

a.

b.

i

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan
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mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan

kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi
peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;

menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam
peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja peningkatan

Irabitas hidian neremintias dan brmlitns Tralirasi
Kuaiitas NiGup perempuan dan Kualitas keluar 84,

mengumpulkan dan mengolah data sumber daya kualitas hidup
perempuan dan keluarga;

menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan program peningkatan

Fu =y 3 1 — %
Kughiigs nigup perempuarn aan kel uarga;

melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan kualitas
hidup perempuan dan keluarga;

menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi peningkatan

Irialitae hidun nerermniian dan aliiarea: 1o
Kuaitas za!.d'ui;} perempuan gan geluarga; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 11

(1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum
mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan
supervisi peningkatan kualitas hidup perempuan Kkhususnya
dibidang sosial, politik dan hukum.
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(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
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b.
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. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiat:

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan
kualitas hidup perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data

kualitas hidup perempuan dibidang sosial, politik dan hukum:;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan
kualitas hidup perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi
peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang sosial. politik
dan hukum;

menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam
peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang sosial, politik

Anvry ity
aan nurym,

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang sosial, politik
dan hukum;

. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kualitas hidup

perempuan dibidang sosial, politik dan hukum:;

melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengarusutamaan
gender;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan
pengarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam
pembangunan;

menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam

melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pengarusutamaan
gender meliputi kegiatan perencanaan anggaran yang responsif
gender dan penguatan kelembagaan;

¥
pengarusutamaan  gender dan  peningkatan  partisipasi
perempuan dalam pembangunan; dan
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemenuhan Hak Anak

Pasal 12

(1) Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas mengoordinasikan,
membina, mengatur dan mengendalikan pemenuhan hak-hak anak
terkait lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif dan pendidikan,
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta hak sipil,

informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan.




(2)
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

-2
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a1 f angK mempunvail i 1gsi;
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penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif dan
pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalian hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar
dan kesejahteraan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

=3
¢ > 3

(@)
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keluarga, pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan
waktu luang dan kegiatan budaya serta hak sipil, informasi,
partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan dalam rangka
pemenuhan hak-hak anak;

menyusuil program, mengoordinasikain, membina, mengatur,
dan mengendalikan pemanfaatan lingkungan  keluarga,
pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang
dan kegiatan budaya dalam rangka pemenuhan hak-hak anak;

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalfkan bembmaan hak sipil, informasi; partisipasi;
kesehatan dasar dan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan
hak-hak anak

menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan,
mengevaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi

pemenuhan hak-hak anak dan kesejahteraan anak;

menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan,
mengevaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi
pengendalian potensi dan peningkatan kualitas anak;

menyusun program bimbingan dan petunjuk teknis peningkatan
peran keluarga dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak
anak dan kesejahteraan anak;

menyusun program bimbingan dan petunjuk teknis peningkatan

peningkatan kualitas anak;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal i3

Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri dari :

b.

-~
PR

~ faatan Wal+i1:1 Tiitane dan Kaciatas Riitdawva: Aa
maniaatan Waktu Luang dan Acgialan budaya; aan

Seksi Hak Sipil, Informasi, Partisipasi, Kesehatan Dasar dan
Kesejahteraan.
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Pasal 14

(1) Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan,
Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya mempunyai tugas
melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan
lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif dan pendidikan,

‘‘‘‘‘ Anam a1

! o 1 1 g z
b ¢ T3 1317¢ :“s'é‘-":‘“. XX7< i-’{"‘- i1l fa 5= 3 >4 [a 5=} z H
Qaiiimf.;a:LL::.i; Warill tuiciiie Uioail Kegigian

Fes

pemenuhan hak-flak anak.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut

mancrranlsaes el e

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan
lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif dan pendidikan,
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dalam rangka
pemenuhan hak-hak anak;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
lingkungan keluarga, pengasuhan aiternatif dan pendidikan,
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dalam rangka
pemanfaatan hak-hak anak;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan

Bnolarmeas  ralioran noasnhan AaBRarnaE il domn  aendid Tl
anggungan Keiuarga, pengasuhan alternatif dan penIGiaikan,

pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dalam rangka
pemenuhan hak-hak anak;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi
pembinaan lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif dan

e il iro e nemaoiniastian o it iiono Aan lragiatan Hilaavs
pendiGixan, peémaniaatain wakiu luang dan Keégiatan osudaya

e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait tentang
lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif dan pendidikan,
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dalam rangka
pemenuhan hak-hak anak;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pembinaan lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif dan

pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
alam rangka pemenuhan hak-hak anak;

g menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan
lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif dan pendidikan,
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dalam rangka

Semmentilham halehinl arals
plmenunan nag-nak anak;

h. menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah, serta
menganalisa data pengendalian potensi dan peningkatan anak;

S1

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan

s e TN S % | F S % e

1 = ic H
i2T [=8a w8 te8 BT
.
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e
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J. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta
melaksanakan pengembangan dan peningkatan potensi dan
kualitas anak;
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menyiapkan bahan

OIS Pt eit o

DEnINSKaTan DoIens: dan

Ead

menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan
pengembangan dan peningkatan potensi dan kualitas anak; dan

. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

1 rA+ A N
rewenangannya.
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Pasal 15

(1) Seksi Hak Sipil, Informasi, Partisipasi, Kesehatan Dasar dan

Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan

ing

Rl

fasilitasi dan supervisi pembinaan hak sipil, informasi, partisipasi,
kesehatan dasar dan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan hak-
hak anak.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah sebagai
berikut:

a.

o

th

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan
hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan
kesejahteraan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak;

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
pembinaan hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan
kesejahteraan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan
hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan

kesejahteraan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi
pembinaan hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan
kesejahteraan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak;

menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait tentang
pembinaan hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan
kesejahteraan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pembinaan hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan
kesejahteraan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan
hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan

kesejahteraan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak;

7

menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah serta
menganalisa dan pemenuhan hak-hak anak dan kesejahteraan
anak;

B - UL [y, [ s A 1 ~ - Pg IS o . e ot ot
menyiapkan bahan dan melaksanakan entarisasi

dokumentasi permasalahan pemenuhan hak-hak anak dan
kesejahteraan anak;

menyiapkan bahan pengintegrasian hak-hak anak dalam
program-program daerah;




(1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fugaﬁ
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k. rnenylapkan bahan 1nforma51 dan s031ahsa31 pemenuhan hak-

1. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 16
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perlindungan perempuan dan perhndungan khusus anak serta
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan
anak.

N Thtials 3 H 11 5 ol
AR ntuk melaksanakan ’.'.xﬂ;.’.fl‘.: S€5 ‘35‘93- 1ana dims:

maksud pada ayat {1},

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian perlindungan perempuan dan perlindungan
khusus anak; dan

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pengelolalan data kekerasan perempuan, anak dan
sistem data informasi.

a. menyusun kebijakan teknis perlindungan perempuan dan
perlindungan khusus anak serta pengelolaan data kekerasan
perempuan, anak dan sistem data informasi;

b. menyusun program, mengoordinasikan membina, mengatur,
dan mengendalikan perlindungan perempuan dan periindungan
khusus anak;

C. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendahkan pengelolaan data kekerasan perempuan,

1

L] ;
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attax Gall 8isici gaia 1}.*1";* ii1asi,;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan serta sinkronisasi, sosialisasi, distribusi
pelaksanaan fasilitasi perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dibidang

...... Aoy

7 5 3 31827 WWHIIGIIS SOy n
A‘VL\,‘{A:isai\v‘Jam;, dalam situasid darurat dan HKOIIGIST KINIUSUS 8Er'ta

dari tindak pidana perdagangan orang;

€. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan serta sinkronisasi, sosialisasi, distribusi
pelaksanaan fasilitasi perlindungan khusus anak;

f. menyusun bahan evaluasi, pelaporan, pengolahan, analisis,
penyajian data dan informasi dibidang perlindungan perempuan
dan khusus anak;

g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
Kewenangannya.
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Pasal 17

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari :

a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
dan

b. Seksi Data Kekerasan Pere

mnmr\nﬂvo1 ‘Hn'voq maio‘lzoor'okgn C‘p p‘\nm?\ﬁxﬁkg}n {oqlhf-p‘SI Aan

Li2%
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supervisi perhndungan perempuan dan perlindungan khusus anak.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

<t

)

bahan dan menyusun rencar I

perhndungan perempuan dan perlindungan khusus anak

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;

,...;ﬂvﬂ\\.-.]_,a,. haohan f’:-” mei’: usun “Pfuﬁ’dk te IH?S D@’J""A“"g""
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perempuan dan perhndungan khusus anak;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi
perhndungan perempuan dan perhndungan khusus anak;

dengan satuan/ unit kerja dan instansi terkait aaiam
perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;

L2 Te

monivianizan habian dan raamoisasis e o
iNCIiyidprgall saiiail dan Iﬂcu_y Usuii Lapuxd.L mIlCin.

perempuan dan perlindungan khusus anak;

menyiapkan bahan evaluasi, sinkronisasi, sosialisasi, distribusi
dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan di

htﬂ?nn‘ ?nﬂnnno%on dan penanganan kelkkerasan fnrhoda?

perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;

menylapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perhndungan

z’j_aﬁ ‘{vr: x;ﬂc: G .ﬂx 2an ;')r- 1 _qu"‘ ian ’("";I‘PMLA iu—* eragsan fer Sldi fx“'
perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan
dalm situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana

perdagangan orang;

menyiapkan bahan evaluasi, sinkronisasi, sosialisasi, advokasi
dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan
khusus anak; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.
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Pasal 19

(1) Seksi Data Kekerasan Perempuan, Anak dan Sistem Data Informasi
mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan
supervisi pengelolaan data dan informasi dibidang perlindungan
perempuan dan anak.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan
data dan informasi perlindungan perempuan dan anak;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
dan informasi perlindungan perempuan dan anak;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan
data dan informasi perlindungan perempuan dan anak;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi
pengelolaan data dan informasi perlindungan perempuan dan
anak;

e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama

dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan

-~ 111 CAUIRA =2

data dan informasi perlindungan perempuan dan anak;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pengelolaan data dan informasi perlindungan perempuan dan
anak;

g menylapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan
data dan informasi perlindungan perempuan dan anak;

h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan

I ln . 1 Y P -
terhadap perempuan dan anak;

i. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

j. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

k. menyiapkan bahan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data

* ' L2 | 1 4 1 3 Yives s ndee Yo
a4all INIoTTNas] KeKerasan erngadan perémpuan dai anag; aan

g 5

1. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 20

(1) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasicnal (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan

dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang
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tertentu (keg1atan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada
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(2) UPT mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu
serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPT.

(3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang secara administrasi, teknis
dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

I/I) TT‘I'VT‘ Pt B A - Q.51 ﬁn..._':;.'q ’T‘,}L

- TT 1- Y- 1 ~
(e UK terdiri dari Sub Sagian  1ala Usaha dan kelom POK ’9'-"1"”

......

fungsional yang dltetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsio

|--J\

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Balangan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Uraian
Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Pemberdavaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Balangan.

Diundangkan di Paringin

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 18 September 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

“‘H.M; TWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 85




